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ABSTRAK

Judul Tesis: Tinjauan Yuridis Kekuatan Akta Perdamaian Berdasarkan Pasal 44
Ayat (5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Karawang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian
sengketa tanah di Kabupaten Karawang dilakukan melalui mediasi di Kantor
Pertanahan Kabupaten Karawang serta bagaimana kekuatan hukum dari akta
perdamaian yang dihasilkan dari proses tersebut. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch
sebagai alat untuk menganalisis dan memperjelas kepastian hukum dari akta
perdamaian yang diperoleh melalui mediasi. Keputusan perdamaian memiliki
pentingnya tersendiri dalam hukum, sehingga penulis dapat memahami bahwa
kesepakatan perdamaian tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa
seperti undang-undang, namun juga dapat ditegakkan secara hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis
normatif, untuk memperoleh data yang diperlukan terkait permasalahan yang
dibahas. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui
wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di
Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai tambahan dalam memperkaya
bahan hukum.

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses penyelesaian
sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang
dimulai dengan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan karena
produk Kantor Pertanahan. Selanjutnya, pejabat berwenang mengundang para
pihak untuk melakukan mediasi dengan Kantor Pertanahan bertindak sebagai
mediator. Namun, tidak semua proses mediasi berakhir dengan kesepakatan
perdamaian. Jika kesepakatan perdamaian berhasil tercapai, sesuai Pasal 44 ayat
(5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor
21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, para
pihak harus memiliki niat baik untuk menjalankan kesepakatan tersebut dan
mendaftarkan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum letak tanah yang menjadi
objek sengketa. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian tersebut akan
memiliki kepastian hukum dan dapat ditegakkan secara sah.

Kata Kunci: mediasi, kantor pertanahan, akta perdamaian, kepastian hukum.
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ABSTRACT

Title Tesis: Juridical Review of the Strength of the Peace Deed Based on Article
44 Paragraph (5) Regulation of the Minister of Agrarian Affairs
and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the
Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning
Handling and Settlement of Land Cases in Resolving Land
Disputes Through Mediation at the Karawang Regency Land

Office

This study aims to understand how land dispute resolution is carried out
through mediation at the Karawang Regency Land Office, and how the legal
force of the peace agreement resulting from this process is. The author uses
Gustav Radbruch's theory of legal certainty as a tool to analyze and clarify the
legal certainty of the peace agreement obtained through mediation. Peace
agreements are important in the law, so the author can understand that peace
agreements are not only binding on the parties involved like laws, but can also
be enforced legally.

The method used in this study is a normative legal research method to obtain
the necessary data related to the issues discussed. The data used includes
secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials,
as well as primary data obtained through interviews with the Head of the Land
Dispute Control and Resolution Section at the Karawang Regency Land Office,
which adds to the legal materials.

From the findings of this study, the author concludes that the process of
resolving land disputes through mediation at the Karawang Regency Land
Office starts with a complaint from a party who feels wronged due to the
actions of the Land Office. Next, the authorized official invites the parties to
mediate, with the Land Office acting as the mediator. However, not all
mediation processes end in a peace agreement. If a peace agreement is
successfully reached, according to Article 44 (5) of Minister of Agrarian Affairs
and Spatial Planning / Head of the Land Office Regulation Number 21 of 2020
on the Handling and Resolution of Land Cases, the parties must have a good
intention to carry out the agreement and register it at the District Court within
the jurisdiction of the land location that is the subject of the dispute. As a result,
the peace agreement will have legal certainty and can be legally enforced.

Key Word: mediation, land office, peace deed, legal certainty.
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